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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemberhentian Fahri Hamzah oleh
Partai Keadilan Sejahtera, dimana kasus tersebut menimbulkan sengketa dalam
internal partai dan dimuat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Permasalahan yang menarik untuk
diteliti adalah latar belakang alasan PKS menerapkan hak recall kepada Fahri
Hamzah yang berujung pada pemecatan sesuai putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode
penelitian pustaka (library research), yang diperoleh dari berbagai sumber,
peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dari penelitian dengan
pendekatan yuridis. Penelitian ini bersifat dekskriptif-analisis, yaitu penelitian
dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian mendeskripsikan,
mengklasfikasikan dan menganalisis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, alasan penarikan
kembali/recall Fahri Hamzah adalah melanggar Peraturan DPR Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR Pasal 2, Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 ayat (1),
Pasal 11 ayat (2); kedua, mekanisme hak recall PKS kepada Fahri Hamzah
dinilai telah sesuai dengan AD/ART partai khususnya Pasal 26 ayat (3).

Kata kunci: Kode Etik, Hak Recall, dan PKS.



ABSTRACT

This study discusses the dismissal of Fahri Hamzah by the Prosperous
Justice Party, where the case caused internal party disputes and was included
in the Articles of Association and Bylaws of the Prosperous Justice Party
(PKS). An interesting problem to study is the background of the reason why
PKS applied the recall right to Fahri Hamzah which resulted in his dismissal
according to the decision of the South Jakarta District Court Number
214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

In writing this research, the author uses library research methods,
which are obtained from various sources, laws and regulations and related
literature from research with a juridical approach. This research is
descriptive-analytical, namely research by collecting data and facts, then
describing, classifying and analyzing.

The results of this study explain that first, the reason for Fahri
Hamzah's recall is to violate DPR Regulation Number 1 of 2015 concerning
the DPR's Code of Ethics Article 2, Article 3 paragraph (4), Article 5
paragraph (1), Article 11 paragraph (2); the mekanism of PKS recall rights to
Fahri Hamzah is considered to have been in accordance with the party’s
AS/ART especially Article 26 paragraph (3).

Keywords: Code of Ethics, Recall Rights, and PKS.
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.”

“Latar belakang bukanlah suatu permasalahan dalam kehidupan karena pada
setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing,
Tergantung bagaimana kita dalam menyikapinya, baik dan buruk setiap
individu pasti selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupannya”

_Aditya Krisna Prabandanu_
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar
uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
Alif tidak
dilambangkan

Ba B

Ta T

Sa $

Jim J

Ha h

Kha Kh

Dal D

Zal 4

Ra R

Zai Z




Huruf Arab

Nama Huruf latin
Sin S
Syin Sy
Sad $
Dad d
Ta t
Za Zz
CAin C_
Gain G
Fa F
Qof Q
Kaf K
Lam l=
Mim M
Nun N
Wau W
Ha H

Nama




Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
s Hamzah _’ Apostrof
] Yin Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
32 2284 Ditulis muta’addidah
e Ditulis ’iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
aka Ditulis Hikmah
e Ditulis ’illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
REESES Ditulis Karamah
al-Auliya’
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan
dammah ditulis t atau h.
hall 385 Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
| | Fathah | Ditulis | a

Xi




Kasrah Ditulis

Dammah Ditulis

E. Vokal Panjang

1 Ditulis
ditulis
2 Ditulis
ditulis
3 Ditulis
ditulis
4 Ditulis
ditulis

F. Vokal Rangkap

1 Ditulis
ditulis
2 Ditulis
ditulis

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ditulis
ditulis

H. Kata Sandang Alif + Lam

Xii



Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J),
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah
Kata sandang yang diikuti olen Huruf Qamariyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya

& oall ditulis al-Quran
sl ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf
Syamsiyyah yang meng ikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el)
nya.

ditulis as-Sama’
Oyl ditulis asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

o=y ol 5 5 . Jd
; ditulis Zawi al- Furud
A Jal ditulis Ahl as-Sunnah

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:
&15aH 438 33 i & Uaa ) He Syahru Ramadan al-lazi unzila fih

Al-Qur’-an
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K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat
dan sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufi g, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
o il 31 g
ah e i 2l Aty st 1aaa G aely 0 A Y G b Gadall 5 b s
’.\i.}tﬁ UM\?MJ?JI\J;}

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa
manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang dengan
adanya agama Islam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi’ien dan seluruh
kaum muslimin. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya skripsi berjudul
“Penerapan Hak Recall Oleh Partai Kepada Fahri Hamzah Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Undang-
Undang (MD3)” dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah guna
untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi IImu Hukum di
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Semoga karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi penyusun
melainkan bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Dengan terealisasinya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik yang secara

langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan kerjasama, baik
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berupa dukungan materil hingga dukungan moril, mungkin skripsi ini tidak

akan terselesaikan dengan baik. Beliau adalah:
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Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas
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Bapak Faig Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
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Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. Selaku dosen pembimbing
akademik. Beliaulah yang berjasa telah memberikan penyusun pengarahan
serta bimbingan dalam masa perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat
selesai.

Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing dalam
penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan saran, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat
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Seluruh Dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum vyaitu, lbu
Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati,
M.A., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.,
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Mbak dan Adik yang menjadi semangat dalam setiap menyelesaikan
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Terkhusus kepada kedua kakek dan nenekku tersayang dan semua pihak
yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun,

namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari harapan yang
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diinginkan. Maka penyusun berharap dengan kerendahan hati mengharapkan
saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam sistem pemerintahanya dijalankan berdasarkan atas azas
demokrasi, dimana penyelenggara pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi
pada sistem sosial, politik, pemerintahan dan kekuasaan pemerintah, tetap dibatasi
oleh hukum untuk melindungi hak-hak warga negara baik secara individu maupun
golongan.

Demokrasi merupakan sebuah konsep dimana menempatkan kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada
rakyat disebut negara demokrasi, yang mana secara simbolis sering digambarkan
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.* Sistem demokrasi
dan sistem politik tidak akan bisa dipisahkan dari hukum sebab keduanya dapat
diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak
akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum
tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan
represif. Seperti yang diketahui bahwa secara umum prinsip demokrasi itu mempunyai
empat pilar utama yakni lembaga legislatif atau parlemen sebagai tempat wakil rakyat,

lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara dalam arti sempit,

TAnwar (ed. dan pen.), Teori dan Hukum Konstitusi, (Malang: Intra Publishing, 2011), him. 40.



lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam
pelaksanaan UU dan pers sebagai alat kontrol masyarakat.>

Termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa,
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,
yang mana kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sehingga
pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat.® Berpegang pada landasan
hukum tersebut, semestinya dalam sistem demokrasi, rakyat dijamin terlibat penuh
dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan, serta
menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Dalam sistem negara demokrasi
modern, fungsi langsung tersebut dilakukan melalui sistem demokrasi perwakilan,
dimana suara rakyat diwakilkan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
sebagai penyandang kedaulatan rakyat yang bertindak untuk dan atas nama rakyat
yang memilihnya. Dalam praktek pemilihan anggota DPR yang merupakan wakil
suara rakyat, posisi anggota DPR diambil dari partai politik melalui pemilihan umum.
Landasan hukum tersebut terdapat dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Republik
Indonesia 1945 menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

partai politik, yang artinya, partai politik adalah wakil dari rakyat.*

2 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999),
him. 1-2.

% Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

4 Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.



Dalam negara yang menganut sistem demokrasi terdapat beberapa hal wajib
yang harus dijalankan untuk menentukan arah pola demokrasi yaitu adanya pemilihan
umum langsung (pemilu), adanya rotasi atau kaderisasi dalam kepemimpinan nasional,
adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, adanya representasi kedaulatan rakyat
melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan
jaminan hak asasi manusia, dan adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal
tersebut berjalan. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata
berarti rakyat berkuasa atau government by the people (kata Yunani demos berarti
rakyat, kratos/kratean berarti kekuasaan/berskuasa).®

Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan
peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan
bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri
dalam perebutan kekuasaan politik.® Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik menyatakan bahwa, Partai Politik adalah organisasi yang
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta

5 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),
him. 105.

6 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), him. 144,



memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7

Hukum di Indonesia melalui undang undang yang ada, telah memberikan
jaminan dan perlindungan terhadap hak anggota partai politik dan partai politik itu
sendiri dalam tugasnya sebagai wakil rakyat. Salah satunya hak recall. Hak Recall
menurut undang-undang dimaknai sebagai hak partai politik untuk menarik kembali
atau mengusulkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya sebelum masa jabatan
anggota DPR yang bersangkutan berakhir. Fungsi recall yakni sebagai sarana kontrol
bagi kinerja dan integritas anggota DPR/DPRD. Landasan yuridis dari hak recall
tersebut tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 22B vyaitu
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-
syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.”® Ketentuan tersebutlah yang
menjadi dasar dalam pengaturan tentang Hak Recall Partai Politik yang secara jelas
tercantum dalam Pasal 239 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 242 Undang-Undang No. 13
Tahun 2019, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak recall dikenal juga dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Ketentuan

ini tertulis di dalam Pasal 239 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor

" Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat
).

8 Pasal 22B Undang-Undang Republik Indonesia 1945.



13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan
bahwa pemberhentian antar waktu dapat dilaksanakan atas usul dari partai politik. Hal
inilah yang menimbulkan permasalahan, karena sesorang anggota Dewan Perwakilan
Rakyat duduk sebagai anggota Parlemen dengan legitimasi dari suara rakyat, dan
bukan dari suara partai politik. Meskipun tidak dapat di pungkiri, bahwa partai politik
adalah salah satu unsur penting dalam ketatanegaraan Indonesia, namun perlu juga ada
pembatasan terhadap kekuasaan partai politik terutama partai politik yang memegang
pucuk pimpinan tertinggi, baik diranah kekuasaan legislatif maupun di ranah eksekutif,
agar memunculkan recall yang memuat tujuan positif, yaitu sebagai mekanisme
kontrol terhadap anggotanya. Akan tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah
terkait sistem partai dan model koalisinya, dengan melihat sistem multi partai dan pola
koalisi yang dianut oleh Negara Indonesia, maka kemudian menjadi ambigu ketika
recall tetap dipertahankan. Setidaknya ada beberapa argumentasi yang bisa dijadikan
dasar atas sistem multi partai dan model koalisi di Indonesia.

Pertama, nilai positif dari recall tetap dipertahankan dengan sistem multi
partai dan koalisi yang dibangun adalah sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi
gejolak politik yang akan ditimbulkan, yang hal itu bisa saja akan menimbulkan
instabilitas politik. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada mekanisme recall
dikhawatirkan anggota Partai Politik yang duduk di DPR bisa membuat blunder

terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah ditanda tangani di dalam koalisi.



Kedua, memberikan hak dan wewenang untuk dapat menegakkan disiplin
terhadap anggotanya yang terpilih menjadi anggota DPR, apalagi jika anggotanya
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART Partai Politik tersebut. Adanya
wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang menyimpang dari
AD/ART atau kebijaksanaan Partai Politik maka akan membuat anggota Partai Politik
tidak bisa bebas berbuat semaunya. Oleh karena itu recall bisa dijadikan sebagai
mekanisme pengawasan.

Semangat yang dibangun dalam memberlakukan hak recall sebenarnya
memiliki tujuan yang positif, yaitu sebagai alat controlling partai politik terhadap
kadernya untuk bekerja sesuai dengan keinginan rakyat. Namun dalam praktek dan
kebiasaan politik di Indonesia, hak recall tersebut justru menjadi alat controlling partai
politik untuk memaksa dan menertibkan kader yang bekerja tidak sesuai dengan
keinginan partai politiknya. Hal ini dapat terlihat dari kasus recall anggota DPR Fahri
Hamzah yang diberhentikan secara sepihak oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
karena tidak mengikuti instruksi partai terkait penandatanganan revisi UU KPK.
Contoh kasus tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa mekanisme controlling
yang ada dalam Pasal 239 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 242 Undang-undang nomor 13
tahun 2019 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan
perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah sebagai tools partai
politik untuk menertibkan dan memberhentikan anggota DPR yang tidak

melaksanakan perintah arahan partai politiknya. Maka dengan demikian mekanisme



hak recall anggota DPR melalui partai politik perlu dilakukan sebuah perbaikan.
Oleh karena itulah penyusun ingin menyusun skripsi berjudul “Penerapan
Hak Recall Oleh Partai Kepada Fahri Hamzah Menurut Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Undang-Undang (MD3).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka disusunlah
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan hak recall oleh Partai Keadilan Sejahtera kepada anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dalam kasus hak recall Fahri Hamzah oleh PKS?
2. Apakah mekanisme recall terhadap kader Fahri Hamzah sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan AD/ART Partai Keadilan Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:
1. Untuk menganalisis terhadap alasan penerapan hak recall oleh Partai Keadilan

Sejahtera kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang majelis permusyawaratan
rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan
perwakilan rakyat daerah, dalam kasus Fahri Hamzah.

2. Untuk menganalisis apakah sudah sesuai penerapan mekanisme recall terhadap
kader Fahri Hamzah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan AD/ART

Partai Keadilan Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
memberikan masukan serta referensi bagi perkembangan studi ilmu hukum
dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai hak recall Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum,
sebagai tambahan referensi terkait pengaturan mengenai hak recall Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Telaah Pustaka

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan berbagai perspektif tentang



mekanisme recall pada anggota partai politik. Secara khusus pada kasus recall Fahri
Hamzah, mengingat secara reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan proses
terpilihnya menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak.
Dengan demikian untuk menghindari kesamaan terhadap karya-karya orang lain yang
berkaitan dengan hak recall. Penyusun melakukan berbagai penelusuran terhadap
karya-karya sebelumnya yang hampir sama atau penelitian objek yang sama terkait
dengan penelitian yang penyusun juga lakukan. Berdasarkan studi kepustakaan yang
telah penyusun lakukan, ada beberpa karya ilmiah yang membahas mekanisme hak
recall partai politik sebegai berikut:

Pertama, skripsi Renisa Fitri: “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall
Partai Politik Terhadap Anggota DPR.” ® Membahas hak recall partai politik terhadap
anggota DPR dan pandangan Figh Siyasah tentang hak recall partai politik terhadap
anggota DPR. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah hak
recall. Dan perbedaannya adalah dalam pembahasan hak recall partai politik dilihat
dari sudut pandang Figh siyasah sedangkan penyusun melihat dari sudut pandang pada
UU No. 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU No. 13 Tahun 2019 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedua, skripsi Agmalun Hasugian: “Hak Recall Partai Politik Terhadap

® Fitri, R, “Analisis Figih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR”,
skripsi tidak diterbitkan, Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Islam Raden Intan, 2018.
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Korelasinya Dengan
Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat.” 1 Membahas tentang hak recall Partai Politik
terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan
Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat. Dalam penyusunnya penelitian menggunakan
metode yuridis normatif dengan melakukan suatu penelitian yang menganalisis hukum
baik yang terdapat dalam buku, serta hukum yang diputus oleh hakim melalui proses
pengadilan. Persamaan nya adalah sama-sama membahas mengenai hak recall kepada
anggota dewan perwakilan rakyat. Dan Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun
susun sangat berbeda, karena penyusun membahas hak recall oleh Partai Politik
terhadap anggota dewan perwakilan rakyat menurut peraturan perundang-undangan
(Studi Atas Kasus Recall Fahri Hamzah).

Ketiga skripsi karya Nizamuddin Zulfikar: “Pengaturan Recall Dalam
Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.” ! Pembahasan dalam skripsi ini, bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis penerapan prosedur recall terhadap keanggotaan
anggota DPR RI berikut apakah hak recall yang dilakukan oleh partai politik sesuai

dengan Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode

10 Agmalun Hasugian, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat”, skripsi tidak diterbitkan,
Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

11 Nizamuddin Zulfikar, “Pengaturan Recall Dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis
Berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457, skripsi tidak diterbitkan,
Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.
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penelitian dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan pendekatan masalah
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder serta badan non hukum sebagai penunjang. Persamaanya
sama-sama membahas mengenai hak recall terhadap anggota dewan perwakilan
rakyat. Dan perbedaannya dengan skripsi yang penyusun susun sangat berbeda.
Karena skripsi penyusun lebih pada studi kasus Fahri Hamzah.

Keempat skripsi Imam Rizki Pratama: “Hak Recall Oleh Partai Politik
Ditinjau Dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum
Dengan Suara Terbanyak”.'> Membahas terkait hak recall oleh Partai Politik ditinjau
dalam prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan mekanisme pemilihan umum dengan
suara terbanyak. Latar belakang penelitian ini karena adanya pemberlakuan recall
yang dimiliki oleh partai politik secara sewenang-wenang terhadap anggotanya yang
menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan yuridis-normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
“library  research* atau  studi pustaka. Persamaanya sama-sama membahas
mengenai hak recall oleh partai politik. Dan perbedaanya dengan skripsi yang
penyusun sangat berbeda. Karena penyusun meneliti hak recall partai politik terhadap

anggota Dewan perwakilan rakyat menurut peraturan perundang-undangan, studi atas

12 Imam Rizki Pratama, “Hak Recall Oleh Partai Politik Ditinjau Dalam Prinsip Kedaulatan
Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum Dengan Suara Terbanyak,” skripsi tidak diterbitkan,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
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kasus recall Fahri Hamzah.

Kelima skripsi Fitria Lameo: yang berjudul “Penggunaan Hak Recall
Anggota DPR Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD” (MD3).™® Dalam skripsi ini membahas mengenai
pengaturan hak recall anggota DPR menurut peraturan perundang-undangan dan
penerapan hak recall yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai
demokrasi. Persamaan nya adalah sama-sama membahas mengenai hak recall kepada
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan perbedaannya dengan skripsi yang penyusun
sangat berbeda. Karena penyusun meneliti hak recall partai politik terhadap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat menurut peraturan perundang-undangan, studi atas kasus
recall Fahri Hamzah.

Keenam skripsi Galuh Nur Aprilia: “Hak Recall Partai Politik Terhadap
Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegraan di Indonesia “(Kajian Mengenai
Kasus Fahri Hamzah).” ** Dalam skripsi ini membahas mekanisme hak recall terhadap
Fahri Hamzah, akibat hukum penerapan recall dalam praktek ketatanegaraan Republik
Indonesia, dan upaya hukum bagi anggota parlemen yang keberatan terhadap
penjatuhan hak recall oleh partai politik. Persamaan nya adalah sama-sama membahas

mengenai mekanisme hak recall terhadap Fahri Hamzah. Perbedaan penelitian ini

13 Fitria Lameo, “Penggunaan Hak Recall Anggota DPR Menurut Perspektif Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD” (MD3), skripsi tidak diterbitkan,
Gorontalo: Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2009.

14 Galuh Nur Aprilia, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem
Ketatanegraan di Indonesia“( Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)”, skripsi tidak diterbitkan,
Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017.
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menjelaskan tentang mekanisme, sedangkan penyusun menjelaskan pada penerapan

oleh partai politik.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep dimana menempatkan kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada
rakyat disebut negara demokrasi, yang mana secara simbolis sering digambarkan
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.®

Demokrasi secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin,
yakni demos, yang artinya rakyat dan kratos, yang artinya pemerintahan. Sementara
itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah
bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan
perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, dan gagasan atau
pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan
yang sama bagi semua warga negara. Sementara itu dalam Oxford English Dictionary:
disebutkan bahwa “Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk
pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan

secara langsung oleh rakyat ... atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat.” ¢

BSAnwar (ed. dan pen.), Teori dan Hukum Konstitusi, (Malang: Intra Publishing, 2011), him.
40.

16 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem
Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2013), him. 34.
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Sedangkan secara epistemologi, istilah demokrasi dapat dikemukakan oleh
beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut H. L. Mencken, demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat
tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangat berat.’

Sedangkan G. B. Swaw, mengatakan bahwa “demokrasi adalah pemilu
pengganti” oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan yang
diselewengkan. Dalam kaitan tersebut E. E Schattschneider, memberikan pengertian
terhadap “demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat
persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan
alternatif-alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan.”*® Menyikapi hal ini menurut E. Barker, sebagaimana
dikutip oleh Sri Soemantri, dilihat dari kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan
rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Meskipun kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang adalah sukar untuk
memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini disebabkan pengertian
demokrasi tersebut telah ada dan akan mengalami perkembangan.*®

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi terdapat beberapa hal wajib

7 1bid.
18 1bid., him. 35.

19 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 67.
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yang harus dijalankan untuk menentukan arah pola demokrasi yaitu adanya pemilihan
umum langsung (pemilu), adanya rotasi atau kaderisasi dalam kepemimpinan nasional,
adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, adanya representasi kedaulatan rakyat
melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan
jaminan hak asasi manusia, dan adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal
tersebut berjalan. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata
berarti rakyat berkuasa atau government by the people (kata Yunani demos berarti
rakyat, kratos/kratean berarti kekuasaan/berskuasa).?’

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang
paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan
preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu
demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.?!

Pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat,
yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil-waki rakyat yang
dipilih, dimana rakyat yakin bahwa kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan
di dalam melaksanakan kekuasaan negara itu. Cara melaksanakan kekuasaan negara
demokrasi adalah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap-tiap

tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak

20 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),
him. 105.

21 Ni’ matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), him.
24.
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dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi
kepentingan keinginan rakyat.??

2. Partai Politik

Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.?® Lebih lanjut, tujuan partai
politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik
dalam pemerintahan. Pengertian partai poltik yang demikian dinyatakan juga oleh Carl
J. Friedrich,?* bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir
secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan
kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materi.

Dalam konsep kekuasaan, pilar — pilar Negara demokrasi ditegakkan melalui
peran dan fungsi-fungsi dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Serta sebagai suatu
konvensi politik, pilar keempat juga turut ditegakkan yaitu peran media massa yang
bebas dan merdeka. Bangunan demokrasi yang dibentuk dalam sistem politik yang
dijalankan dan dipersambungkan melalui proses komunikasi politik antara supra

struktur politik dan infra struktur politik. Gabriel Almond menjelaskan, struktur politik

22.C. S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), him.
91

23 Miriam, Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009),
him. 160-161.

24 1bid.
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dibedakan atas infrastruktur politik (masyarakat atau rakyat atau publik, suasana
kehidupan politik masyarakat/rakyat/publik, sektor politik: masyarakat atau rakyat
atau publik); dan supra struktur politik (struktur politik pemerintahan, sektor
pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik: pemerintahan).?

Menurut Mark N. Hugopian, partai politik adalah suatu organisasi yang
dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam
kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek
kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut Sigmund
Neumann, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku
politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiaannya
pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh
dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang
berbeda-beda.?

Menurut Robert Huckshom, partai politik adalah sebuah kelompok otonom
warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di
pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan

pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.?’

% Rusadi Kantaprawira, Sistem Politk Indonesia: Suatu Model Pengantar, (Jakarta: Sinar Baru,
1977), him. 54.

% Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
(Malang: Setera Press, 2013), him. 13-14.

27 Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook Partai Politik —ter Ahmad Asnawi, (Bandung:
Nusa Media, 2014), him. 3.
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Jenis-Jenis Partai Politik Berdasarkan tingkat komitmen partai politik
terhadap ideologi dan kepentingan, partai politik dapat di klasifikasikan dalam lima
jenis, yaitu: 28

1) Partai Proto, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat
perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad
tengah sampai akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai proto adalah
perbedaan antara kelompok anggota (ins) dengan non-anggota (outs).

2) Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, muncul
sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat
tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih,
keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat
organisasi dan ideologi masih rendah.

3) Partai massa, muncul setelah terjadi perluasaan hak pilih rakyat, sehingga
dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak
pilih. Kalau partai proto dan partai kader muncul dalam lingkungan parlemen
(intra-parlemen) dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas
dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai massa terbentuk di luar
parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani,

kelompok agama, dll, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa

28 Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
(Malang: Setera Press,2013), him. 15-16.
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dengan organisasi yang rapi.

4) Partai Diktatorial, merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki
ideologi yang lebih kaku dan radikal. kontrol terhadap anggota dan rekrutmen
anggota sangat ketat (selektif), karena dituntut kesetiaan dan komitmen
terhadap ideologi.

5) Partai Catch-all, merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah
“Catch-all” pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk
memberikan tipologi pada kecendrungan parpol di Eropa Barat pasca Perang
Dunia Il. Catch-all artinya “menampung kelompok-kelompok sosial
sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya.” Tujuan utama partai ini
adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan

keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan, skripsi ini, menggunakan jenis penelitian pustaka
(library research). Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang
meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.?® Penelitian pustaka ini
dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan

perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Dan

29 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him. 34.
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dapat diharapkan menjadi keseimbangan yang memadai untuk menemukan sebuah
titik temu. Jenis penelitian ini adalah studi kasus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu
penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada ralevansinya dengan pembahasan.*
Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan

analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian
yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.3! Dengan menggunakan
metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari
sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan
itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).*?

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat

kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang

30 Anton Barker, Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), him. 10.

31 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
him. 13.

32 Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju,
2011), him. 23.
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terdapat dalam peraturan perundang-undangan.®

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yaitu dengan
menggunakan sebagai berikut:

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji,
serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan khusunya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, doktrin dan pendapat
para pakar, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian hak recall yang
dilakukan oleh partai politik kepada anggotanya.

5. Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer
Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun
mempunyai kekuatan mengingat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa
perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.3*
Dalam bahan hukum primer dalam hal ini antara lain sebagai berikut:
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang

33 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 14.

34 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988),
him. 19.
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3) Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
4) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5) 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus
permasalahan dalam penelitian ini.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan
hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya
yang berhubungan dengan obyek yaitu suatu dokumen yang merupakan informasi,
atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal
hukum, majalah-majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang
berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini.*
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus,

3 Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), him. 64.
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eksiklopedia dan lain-lain.®

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkualifikasikan, kemudian dengan
menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik
kesimpulan untuk menemukan hasil.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan uraian susunan dari skripsi secara
teratur, agar dapat dengan mudah diketahui hubungan antara bab yang satu dengan bab
yang lainnya. Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi penyusunan
dalam skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama berisi mengenai Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan Peneltian, dan Sistematika Penyusunan. Di dalam bab ini penyusun
akan mengemukakan: latar belakang pemilihan judul tentang “Penerapan Hak Recall
Oleh Partai Politik Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang majelis
permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan
dewan perwakilan rakyat daerah, Studi Kasus Recall Fahri Hamzah Oleh Partai
Keadilan Sejahtera”, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penyusunan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan teoritik tentang Demokrasi dan partai

% 1bid.
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politik. Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum yang menguraikan
landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas yaitu: Pertama
Sistem politik Negara Demokrasi, infrastruktur politis, dan suprastruktur politik.
Kedua teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana dan Undang-Undang yang
terkait digunakan untuk mendasari menganalisis masalah.

Bab ketiga berisi mengenai Regulasi dan mekanisme rekruitmen dan
pemecatan kader dalam partai keadilan sejahtera. Dalam bab ini akan dijelaskan
mengenai Metode dan regulasi Partai Keadilan Sejahtera (Mekanisme, Regruitment
dan Pemecatan). Selanjutnya kasus posisi Fahri Hamzah.

Bab keempat berisi mengenai analisis terhadap hak recalling fahri hamzah
oleh pks perspektif UU MD3. Berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil data
penelitian yang sekaligus menjawab yang melatar belakangi penelitian diuraikan
mengenai analisis mengenai Penerapan Hak Recall Oleh Partai Politik Menurut
undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan
perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah,
Kasus Recall Fahri Hamzah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia periode 2014-2019 oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya
dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara objektif disertai analisisnya.

Bab kelima berisi mengenai penutup. Bab terakhir dalam penulisan

penelitian. Berisi kesimpulan dari apa yang dibahas sebelumnya. Maka, bab ini
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merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan kemudian

dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

Pertama bahwa alasan dari recall yang dilakukan oleh partai PKS kepada
Fahri Hamzah dikutip dari laman PKS, salah satunya melanggar kode etik ringan, dan
diperkuat oleh majelis Syuro pada pertemuan yang kedua dengan mengkhawatirkan
jika terjadi perbedaan pendapat antara Fahri Hamzah dengan beberapa kader partai
lainnya terutama Presiden Partai Sohibul Iman akan menyebabkan gangguan terhadap
partai, diperkuat kembali dengan pendapat tingkat Pusat, berpendapat bahwa Fahri
Hamzah telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kader PKS,
berikut klasifikasi bentuk tuduhan terhadap Fahri Hamzah berdasarkan Berita Acara
PKS.Pertimbangan hukum dari Ketua Majelis Syuro, BPDO, dan Dewan Pengurus
pusat yang melandasi pemecatan Fahri Hamzah ialah sesuai dengan aturan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS. Di dalam Pasal 26 ayat 3 AD
PKS menyatakan bahwa: Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif,
pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang keanggotaan dan
pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan lain yang
bertentangan dengan AD/ART dan/atau peraturan partai lainnya.

Kedua, mekanisme keberadaan recall yang dilakukan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) terhadap Fahri Hamzah, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor

110



111

13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur
tentang recall. Adapun mekanisme adalah PKS mengusulkan agar Fahri Hamzah
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana
peraturan pengusulan tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C) dan ayat (2)
huruf D) dan E) serta penjelasan lebih mengenai pemberhentian antar waktu terdapat
pada Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf D). Tidak terdapat kesalahan dalam
penggunaan hak recall yang dilakukan oleh PKS, bahwa pengusulan Fahri Hamzah
untuk mengundurkan diri tersebut sudah memenuhi mekanisme sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan vyaitu, parpol memiliki hak untuk melakukan
pergantian pada anggotanya yang berada dalam lembaga DPR. Dalam pergantian
tersebut dapat dilakukan ketika anggota Parpol yang berada dalam lembaga DPR
meninggal dunia, memundurkan diri atau, diberhentikan dengan syarat tertentu yaitu
salah satunya diusulkan oleh Parpol. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh PKS
terhadap Fahri hamzah, namun pada faktanya Fahri Hamzah enggan mengindahkan
permintaan PKS selaku Partainya.

Konflik internal yang terjadi di tubuh PKS antara Fahri Hamzah dengan
pimpinan DPP PKS tidak hanya konflik yang bersifat invidualistis tetapi juga konflik
yang bersifat faksionalis partai sejak lama yang telah menimbulkan indikasi adanya
masalah konflik yang cukup serius dari yang diduga dalam internal PKS. Hampir 14

tahun dari tahun 2004 hingga 2018, konflik internal PKS terkait perbedaan
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pandangan di dalam faksi belum bisa terselesaikan secara baik dan terkesan
cenderung tertutup. Walaupun sebenarnya di dalamnya terjadi konflik antar kubu yang
berdampak pada fungsi representasi politik di DPR dalam hal kepemimpinan Fahri
Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Adapun manajemen konflik yang dikelola oleh
PKS terkait kasus Fahri Hamzah melawan pimpinan DPP PKS ialah PKS belum
mampu melokalisasikan konflik internalnya sehingga dalam hal ini PKS gagal dalam
menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam tubuhnya, sehingga dapat dikatakan
bahwa inefektivitas peran dan fungsi Mahkamah Partai belum terlembaga dengan baik
di PKS.
B. Saran

Pertama kepada Partai Politik yang terdapat di Indonesia memang dibutuhkan
hak recall pada partai untuk mengontrol anggotanya yang mengemban jabatan sebagai
wakil rakyat. Namun hak recall yang dimiliki Partai Poitik tersebut harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang agar tidak terwujud recall yang dilatar-
belakangi politik belaka. Penulis juga merasa perlu merekomendasikan untuk
melakukan revisi Undang-Undang MD3 yang mengatur mengenai recall dengan
menambahkan mekanisme pelibatan rakyat secara langsung sebagai konsekuensi logis
pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat terkait pada Pasal 87 ayat (2) huruf D)
Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan E)
Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya; juga pada Pasal

239 ayat (2) huruf D) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan; dan E) Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai
politiknya; agar partai politik dengan tidak serta-merta melakukan recall terhadap
anggotanya yang duduk di lembaga DPR RI.

Kedua kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga tinggi negara,
sebaiknya berhak menjalankan jabatan nya hingga masa jabatan habis, karena pada
dasarnya rakyat melakukan pemilu langsung untuk memberikan suaranya kepada
kandidat yang terpilih, dengan harapan bahwa rakyat dapat selalu mengawasi kinerja
pemerintahan dan memberikan suara rakyat dalam membentuk maupun mengesahkan
berbagai kebijakan serta peraturan negara melalui Dewan perwakilan rakyat sebagai

Lembaga tinggi negara.



114

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera
Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel
tanggal 4 April 2016.

Buku

Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan
Indonesia, Malang: Setera Press, 2013.

Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945
Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Bandung:
Penerbit Fokusmedia, 2013.

Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta:
Sinar Grafika, 2012.

Aini, Nurul dan Philipus, Sosiologi dan Politik, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004.

Aisah, Putri Budiatri, Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era
Reformasi, Yogyakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2018.

Anton Barker, Metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Anwar (ed. dan pen.), Teori dan Hukum Konstitusi, Malang: Intra Publishing,
2011.



115

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003.

Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009.

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 20009.

C. S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta,
2008.

Fatkhurohman, Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Setara Press: Malang,
2010.

Handoyo, Eko, Sosiologi Politik, Yogyakarta: Ombak, 2013.
Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Huntington, S. P, Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,
Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Jimly Asshiddigie, Konstitusi Bernegara, Malang: Setara Press, 2015.

Jimly Asshiddigie, Pengantar limu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers,
cetakan ke-3, 2011.

Ni“Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2011.

Noor, F, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan
PKS Di Dekade Awal Reformasi, Jakarta: LIPI Press, 2015.

Nurainun Mangunsong, “Hukum Tata Negara [, Yogyakarta: Fakulatas Syari“ah
dan Hukum Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media,
1999.

Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.



116

Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan
Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press,
2000.

Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek, Yogyakarta: Thafa
Media, 2014.

Putra, Fadilla, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003.

Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook Partai Politik —ter Ahmad Asnawi,
Bandung: Nusa Media, 2014.

Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988.

Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, Jakarta: Rajawali
Perss, 2009.

Rusadi Kantaprawira, Sistem Politk Indonesia: Suatu Model Pengantar, Jakarta:
Sinar Baru, 1977.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar
Maju, 2011.

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu pengantar), Yogyakarta:
Liberty, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

SKripsi

Agmalun Hasugian, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Pelaksanaan
Teori Kedaulatan Rakyat”, skripsi tidak diterbitkan, Medan: Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

Fanindita, Fanina. “Rekruitmen Politik Terhadap Perempuan Dalam partai



117

Politik dan Parlemen”, Medan: Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas [lmu
Sosial dan llmu PolitikUniversitas Sumatera Utara, 2009.

Fitria Lameo, “Penggunaan Hak Recall Anggota DPR Menurut Perspektif
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD” (MD3), skripsi tidak diterbitkan, Gorontalo: Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2009.

Fitri, R, “Analisis figih siyasah tentang hak recall partai politik terhadap anggota
dpr”, skripsi tidak diterbitkan, Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas
Negeri Islam Raden Intan, 2018.

Galuh Nur Aprilia, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen
Dalam Sistem Ketatanegraan di Indonesia “(Kajian Mengenai Kasus
Fahri Hamzah)”, skripsi tidak diterbitkan, Palembang: Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, 2017.

Imam Rizki Pratama, “Hak Recall Oleh Partai Politik Ditinjau Dalam Prinsip
Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum Dengan
Suara Terbanyak”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Nizamuddin Zulfikar, “Pengaturan Recall Dalam Prespektif Negara Hukum
Demokratis Berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”, skripsi tidak diterbitkan, Jember: Fakultas
Hukum Universitas Jember, 2012.

M. Rifginizamy Karsayuda, “Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara
Kesatuan Republik Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan, Malang:
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Brawijaya Press, 2013.

Jurnal

Akmar, Z, (2019), “Konflik internal partai keadilan sejahtera (pks) tahun 2016:
studi kasus konflik fahri hamzah dengan pimpinan dewan pengurus pusat
(dpp) pks”, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 10, No. 1, (April 2019).

Hasyim Ali Imran, (2014), “Mediasi Struktur Politik oleh Suratabar (Studi
Content Analysis Terhadap Suratkabar Ibukota)”, Jurnal Studi
Komunikasi dan Media, Vol. 18, No. 1, (Juni 2014).

Satriyogi Pratama, (2016) “Perubahan Pola Rekruitmen Calon Anggota Legislatif



118

Partai Keadilan Sejahtera Pasca Ditetapkan Sebagai Partai Terbuka Pada
Pemilu 2014 Di Kota Semarang”, Jurnal Politik, VVol. 3, No. 2, (April
2016).

Syamsir dan Suryanev, (2005), “Proses Penjaringan dan Penyaringan Calon
Anggota Legislatif Perempuan di Kota Padang”, Jurnal Ilmiah
Kenegaraan, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2005).

Internet
Ardian P. Putra, Definisi Fungsi dan Kelemahan Partai Politik,

Http://ardee.web.id/blog/2012/03/06/definisifungsi-dan--kelemahan
partai politik/, diakses pada tanggal 7 September 2021.

Http://pks.id/file/penjelasan-pks-tentang-pelanggaran-disiplin-partai-yang-
dilakukan-saudara-fahrinamzah/, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021
jam 14.13 WIB.

Http://profil. merdeka.com/indonesia/f/fahri-hamzah/, diakses pada tanggal 3
Oktober 2021 jam 14.36 WIB.

Ibnu Redjo, S, “PEMBANGUNAN POLITIK”, Materi Kuliah Online (2020),
https://repository.unikom.ac.id/view/divisions/unikom/2020.html.,
diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 jam 14.30 WIB.

Udiyo Basuki, “Supra struktur politik dan Infra struktur politik”, Materi Kuliah
Online(2021),https://docs.google.com/presentation/d/1AjgnK7uSYPxt
QWd5X2Mzy2mwwtG7tSJ7/edit?usp=drivesdk&ouid=1046091986415
58010537 &rtpof=true&sd=true, diakses pada tanggal 13 Januari 2022
jam 21.37 WIB.



http://ardee.web.id/blog/2012/03/06/definisifungsi-dan--kelemahan%20partai%20politik/
http://ardee.web.id/blog/2012/03/06/definisifungsi-dan--kelemahan%20partai%20politik/
http://pks.id/file/penjelasan-pks-tentang-pelanggaran-disiplin-partai-yang-dilakukan-saudara-fahrihamzah/
http://pks.id/file/penjelasan-pks-tentang-pelanggaran-disiplin-partai-yang-dilakukan-saudara-fahrihamzah/
http://profil.merdeka.com/indonesia/f/fahri-hamzah/
https://repository.unikom.ac.id/view/divisions/unikom/2020.html
https://docs.google.com/presentation/d/1AjqnK7uSYPxtQWd5X2Mzy2mwwtG7tSJ7/edit?usp=drivesdk&ouid=104609198641558010537&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AjqnK7uSYPxtQWd5X2Mzy2mwwtG7tSJ7/edit?usp=drivesdk&ouid=104609198641558010537&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AjqnK7uSYPxtQWd5X2Mzy2mwwtG7tSJ7/edit?usp=drivesdk&ouid=104609198641558010537&rtpof=true&sd=true

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang Nama Sekolah Tahun
TK KB, TK, IT Anak Sholeh 2004 — 2006
SD SD Muhammadiyah Semingin 2006 — 2012
SMP SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 2012 — 2015
SMA SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta 2015 - 2018

Demikian Curiculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat

dipergunakan sebagaimana semestinya.



mailto:18103040003@student.uin-suka.ac.id

	HALAMAN SAMPUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	ABSTRAK
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Telaah Pustaka
	F. Kerangka Teoritik
	G. Metode Penelitian
	H. Sistematika Penulisan

	BAB V  PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	CURICULUM VITAE

